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Abstrak

Kemajuan teknologi digital mendorong pergeseran besar dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada
warganya. Di tengah dorongan itu, Pendidikan Teknologi Informasi (PTI) berkontribusi signifikan dalam
menyiapkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan di lingkungan birokrasi. Kajian
ini menelaah sejauh mana kontribusi nyata PTI dalam mendukung perluasan ekosistem e-Government dan
memperbaiki mutu layanan yang dirasakan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis
telaah pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kompetensi melalui PTI terbukti mempercepat
adaptasi pegawai terhadap sistem digital, mendorong integrasi layanan lintas instansi, dan memperluas
keterjangkauan layanan publik. Tantangan yang masih menghadang antara lain ketimpangan infrastruktur,
kurikulum yang dinilai masih kurang fleksibel, ditambah adanya penolakan dari lingkungan organisasi itu
sendiri. Pembaruan kurikulum PTI yang adaptif, pelatihan berbasis kompetensi, serta program peningkatan
kecakapan digital yang menyentuh semua lapisan pegawai terbukti mampu menggerakkan efektivitas layanan
secara berkelanjutan,

Kata kunci: transformasi digital, e-Government, pendidikan teknologi informasi, literasi digital, efektivitas layanan publik

Abstract

Advances in digital technology are driving a significant shift in how governments deliver services to citizens.
In this context, Information Technology Education (ITE) serves as a key pillar in preparing personnel who are
not only technically proficient but also capable of managing change within bureaucratic environments. This
study examines the real contribution of ITE in supporting the expansion of the e-Government ecosystem and
improving the quality of services experienced by the public. Using a qualitative approach based on literature
review, the study concludes that strengthening competencies through ITE accelerates employees’ adaptation
to digital systems, promotes cross-agency service integration, and broadens public service accessibility.
Remaining challenges include infrastructure inequality, curricula requiring continuous adaptation, and
organizational resistance to change. Adaptive ITE curriculum renewal, competency-based training, and
inclusive digital literacy programs are proven to drive service effectiveness on a sustainable basis.
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PENDAHULUAN

Tuntutan akan tata kelola yang lebih efisien dan terbuka mendorong sektor publik untuk
meninggalkan cara kerja yang selama ini bertumpu pada prosedur manual dan tatap muka. Dengan
mengimplementasikan sistem administrasi pemerintahan berbasis digital yang dikenal luas sebagai
e-Government, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang terbuka,
dapat dipertanggungjawabkan, serta peka terhadap kebutuhan warga (Sasmita Dewi, 2025). Melalui
digitalisasi, rantai proses birokrasi yang panjang dapat dipangkas, dan ruang untuk penyimpangan
pun semakin sempit (Wardana, 2024).
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Namun, keberhasilan sistem digital di ranah pemerintahan tidak semata bergantung pada
canggihnya teknologi yang digunakan. Lebih dari itu, faktor penentu sesungguhnya ada pada kualitas
orang-orang yang menjalankannya (Ilyas, 2021). Lulusan Pendidikan Teknologi Informasi (PTI)
hadir dengan kombinasi keilmuan yang unik—menguasai fondasi teknis sekaligus memiliki
kemampuan mendidik dan mengomunikasikan perubahan. Kombinasi ini membuat mereka cocok
berperan lebih dari sekadar teknisi; mereka bisa menjadi penghubung antara kebutuhan teknis sistem
dan kesiapan manusia yang menggunakannya.

Di lapangan, proses digitalisasi birokrasi masih terbentur pada satu persoalan yang berulang:
banyak aparatur yang belum memiliki kecakapan digital yang memadai untuk mengoperasikan
sistem yang terus berkembang (Sarjito & Djati, 2025). Sementara itu, tekanan dari atas untuk segera
mengadopsi teknologi baru terus mengalir. Ketimpangan antara kecepatan pembaruan sistem dan
kesiapan sumber daya manusia inilah yang kerap melahirkan masalah seperti data yang tidak sinkron,
layanan yang tidak berjalan optimal, dan infrastruktur digital yang terbengkalai (Supit & Pangalila,
2025).

Kajian-kajian terdahulu tentang e-Government umumnya lebih banyak menyorot kesiapan
infrastruktur dan regulasi, atau mengukur kepuasan pengguna layanan secara umum (Kurniawan,
2023; Wardana, 2024). Ruang diskusi yang secara serius menelaah peran lulusan PTI sebagai solusi
atas kesenjangan kompetensi SDM dalam ekosistem digital pemerintahan masih sangat jarang. Studi
ini berupaya menutup kesenjangan tersebut melalui pengkajian terhadap peran nyata lulusan PTI
sebagai agen perubahan di sektor publik.

Secara khusus, kajian ini diarahkan untuk: (1) mengukur sejauh mana dampak kompetensi
lulusan PTI terhadap kualitas layanan publik yang berjalan secara digital; dan (2) merumuskan
kontribusi serta solusi konkret yang bisa disumbangkan rumpun PTI untuk menjawab persoalan
kesenjangan literasi digital di kalangan ASN dalam ekosistem e-Government.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Teknologi Informasi (PTI) dan Kompetensi Lulusan

Program Studi PTI lahir dari persilangan dua domain keilmuan: teknologi informasi dan ilmu
kependidikan. Perpaduan ini menghasilkan lulusan yang tidak hanya mengerti cara kerja sistem,
tetapi juga mampu menyampaikan pengetahuan tersebut secara efektif kepada orang lain. Meskipun
jalur utama lulusan PTI mengarah pada profesi guru produktif di sekolah kejuruan, jejak rekam
alumni memperlihatkan bahwa mereka sangat diminati di sektor swasta maupun instansi publik
sebagai praktisi teknologi (Firdaus dkk., 2026; Wibawa, 2021). Studi penelusuran alumni yang
dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa kemampuan teknis yang solid dikombinasikan dengan
etos kerja yang baik membuat lulusan PTI mampu terserap dengan cepat di pasar kerja dan
memberikan kontribusi yang diapresiasi oleh pengguna lulusan (Hasim dkk., 2024).

Transformasi Digital dalam Sektor Publik

Penerapan digitalisasi dalam ranah pelayanan pemerintahan bukan sekadar urusan
mengganti kertas dengan layar komputer—ini adalah perombakan yang menyentuh lapisan jauh lebih
dalam: cara berpikir, cara memutuskan, dan cara melayani di dalam organisasi pemerintah
(Ramadhany dkk., 2025; Rojabi, 2025). Pemimpin yang mampu mencairkan kebekuan budaya lama,
merobohkan sekat antarbagian yang selama ini berdiri sendiri-sendiri, dan mendorong penggunaan
data sebagai basis keputusan menjadi kunci suksesnya (Susarianto, 2024; Zhou, 2026). Tanpa
kapasitas digital yang tumbuh dari dalam, percepatan administrasi publik hanya akan menjadi slogan
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(Andini, 2025). Transformasi digital juga merambah layanan akademik; pengembangan sistem
informasi berbasis digital terbukti mampu menyederhanakan alur administrasi, mengurangi
ketergantungan pada proses manual, dan meningkatkan efisiensi layanan secara menyeluruh
(Cuhanazriansyah dkk., 2025).

e-Government sebagai Produk Penerapan TI

Ketika teknologi informasi diterapkan secara konsisten di ranah pemerintahan, hasilnya
adalah ekosistem tata kelola digital yang lazim disebut e-Government. Namun membangun
ekosistem ini bukan perkara mengunggah formulir ke internet; ia memerlukan infrastruktur yang
andal, SDM vyang terlatih, serta saluran informasi publik yang mudah dijangkau dan dipercaya
(Parsaorantua dkk., 2017). Agar setiap instansi tidak berjalan dengan sistem yang tidak bisa berbicara
satu sama lain, diperlukan kerangka standar yang menyatukan arsitektur teknis di seluruh level
pemerintahan—dari pusat hingga daerah—demi menjamin layanan yang konsisten dan efisien
(Hasibuan & Santoso, 2005).

Literasi Digital ASN dan Efektivitas Pelayanan

Sebaik apa pun sistem yang dibangun, ia hanya akan bekerja sesuai kemampuan orang yang
mengoperasikannya. Literasi digital ASN bukan sekadar tahu cara login ke aplikasi, melainkan
mencakup kecakapan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu keputusan dan layanan
yang diberikan (Tombili dkk., 2024; Sutalhis & Novaria, 2024). Dalam praktiknya, setiap kali sistem
baru diterapkan, selalu ada fase adaptasi yang penuh gesekan. Pelatihan yang terencana dan
pendampingan yang berkelanjutan terbukti menjadi jembatan yang memperlancar transisi tersebut
(Izzati dkk., 2026). Tantangan tidak merata: kota besar dengan infrastruktur yang lebih baik
umumnya lebih cepat beradaptasi, sementara di tingkat kecamatan persoalan jaringan dan
kesenjangan pemahaman masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang (Azizah dkk., 2022; Prayoga
& Eldo, 2024).

METODE

Penelitian ini bertumpu pada metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif
deskriptif. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan—topik transformasi digital dalam layanan
publik sudah cukup kaya akan kajian sebelumnya, sehingga mempertemukan dan mensintesiskan
berbagai temuan yang ada dipandang lebih menghasilkan dibandingkan mengumpulkan data
lapangan dari awal.

Bahan kajian dipilih dari artikel ilmiah nasional yang telah terindeks Sinta, regulasi yang
berlaku, dan sejumlah jurnal internasional sebagai pembanding perspektif. Rujukan utama mencakup
Jurnal Teknologi Informasi dan [lmu Komputer (JTIIK), Jurnal Syntax Imperatif, dan JIIP. Pada sisi
kebijakan, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan laporan tahunan Kementerian Kominfo
2023 menjadi dokumen acuan penting. Pencarian dilakukan dengan memanfaatkan basis data Google
Scholar dan Portal Garuda, menggunakan istilah pencarian berupa transformasi digital, e-
Government, efektivitas layanan publik, literasi digital, dan SPBE, terbatas pada terbitan tahun
2019-2024; artikel yang tidak memiliki DOI aktif atau tidak bisa diakses penuh tidak diikutsertakan.

Proses analisis berjalan dalam tiga tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah penyaringan
dan pengelompokan literatur berdasarkan relevansi topik dan kriteria kelayakan. Tahap kedua adalah
penelaahan isi untuk mengenali tema-tema berulang dan pola temuan lintas sumber. Tahap ketiga
adalah sintesis, yaitu mempertemukan berbagai temuan tersebut dan mengujinya terhadap kerangka
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kebijakan resmi pemerintah agar kesimpulan yang dihasilkan tidak melayang jauh dari konteks nyata
(Kencono dkk., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kompetensi TI dalam Pengelolaan Layanan Digital

Salah satu temuan yang terus muncul dalam berbagai kajian adalah ketimpangan kompetensi
teknologi informasi di antara pengelola layanan digital pemerintahan—sebagian sudah cukup cakap,
sebagian lainnya jauh tertinggal. Sisilianingsih dkk. (2023) mengamati bahwa pegawai yang
memandang teknologi secara positif dan tidak alergi terhadap perubahan cenderung mampu
mengelola sistem dengan lebih baik. Ini menegaskan bahwa kompetensi bukan semata persoalan
teknis, melainkan juga soal mentalitas dan kesiapan beradaptasi.

Lulusan PTI memiliki modal yang tepat untuk mengisi peran ini. Mereka bukan hanya bisa
mengoperasikan sistem, tetapi juga terbiasa menjelaskan hal-hal teknis kepada orang yang berlatar
belakang berbeda—keterampilan yang sangat dibutuhkan di lingkungan birokrasi yang beragam.
Namun, kesenjangan antara kompetensi yang tersedia dan yang dibutuhkan nyatanya masih lebar di
banyak instansi (Kencono dkk., 2024).

Kontribusi PTI terhadap Efektivitas Layanan dan Implementasi e-Government

Pengaruh kompetensi TI terhadap kualitas layanan memang tidak selalu kasat mata, tetapi
kajian literatur secara konsisten menunjukkan bahwa pengaruhnya cukup besar. Sisilianingsih dkk.
(2023) menegaskan bahwa kemampuan SDM untuk mengadaptasi diri terhadap sistem baru adalah
faktor yang paling sering menentukan berhasil atau tidaknya transformasi digital berjalan. Ketika
pegawai betul-betul memahami alur kerja sistem yang mereka tangani, kecepatan pelayanan
meningkat, kesalahan berkurang, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan mendapat respons
yang lebih tepat waktu.

Mergel dkk. (2019) mengingatkan bahwa transformasi digital sesungguhnya bukan sekadar
mengganti kertas dengan layar komputer—ada dimensi yang lebih dalam, yakni bagaimana
pemerintah mengubah cara kerjanya bukan semata pada aspek sistem teknisnya, melainkan juga
menyentuh pola kerja organisasi dan proses dalam mengambil kebijakan, sehingga pemanfaatan
teknologi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Pada sisi
implementasi, Daaris & Imam (2024) mendapati bahwa integrasi antarsistem masih menjadi titik
lemah—setiap instansi seolah membangun pulaunya sendiri tanpa jembatan yang menghubungkan
ke ekosistem nasional. Kencono dkk. (2024) memperkuat temuan ini: sebagian besar daerah masih
berada di fase awal SPBE, sistem ada tapi belum benar-benar terhubung secara optimal.

Hambatan Teknis dan Non-Teknis dalam Transformasi Digital

Kendala yang dihadapi dalam transformasi digital layanan publik tidak berdiri sendiri—ada
yang bersifat teknis dan ada yang berakar dari faktor manusia. Keduanya sama nyatanya dan perlu
ditangani bersama. Dari sisi teknis, koneksi jaringan yang kurang memadai serta infrastruktur
perangkat yang sudah tidak relevan masih kerap menjadi kendala utama, ditambah sistem yang
dibangun tanpa memikirkan interoperabilitas sejak awal (Daaris & Imam, 2024). Dari sisi non-teknis,
resistensi pegawai lama yang sudah nyaman dengan cara kerja konvensional dan anggaran yang
kerap berubah-ubah menjadi hambatan yang tidak kalah serius (Kencono dkk., 2024). Twizeyimana
& Andersson (2019) mencatat bahwa pola hambatan seperti ini bukan monopoli Indonesia—ia
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ditemukan di hampir semua negara berkembang yang tengah menjalani transisi digital. Tabel 2
berikut merangkum hambatan-hambatan tersebut beserta dampak dan rekomendasinya.

Tabel 2. Hambatan Teknis dan Non-Teknis dalam Transformasi Digital Layanan Publik

Kategori Jenis Hambatan Dampak Rekomendasi Solusi
Jarlggan internet - tidak Gangguan akses layanan | Perluasan infrastruktur
. stabil dan perangkat keras | . . .
Teknis . digital dan keterbatasan | jaringan dan  pembaruan
yang sudah melewati masa | . .
pakai jangkauan pengguna perangkat secara terjadwal
S . D fi i .
Aplikasi dibangun terpisah a.t a ter fagn.lentasg Penerapan standar arsitektur
. . . | terjadi duplikasi, dan .
Teknis tanpa rancangan integrasi . . .. | SPBE dan koneksi ke platform
. proses kerja menjadi . .
antarsistem . . terintegrasi nasional
tidak efisien

Rendahnya kemampuan | Proses adopsi lambat, | Program pelatihan berkala

Non-Teknis literasi digital di kalangan | tingkat kesalahan | oleh fasilitator berlatar PTI
ASN pengelola sistem operasional tinggi yang paham konteks birokrasi
Penolakan terhadap | Program digitalisasi | Kepemimpinan digital yang

Non-Teknis perubahan cara kerja di | berjalan lambat meski | mendorong budaya
level menengah birokrasi sarana sudah tersedia keterbukaan terhadap inovasi
Alokasi anggaran TI yang | Banyak proyek | Perencanaan anggaran jangka

Non-Teknis tidak stabil dan sulit | digitalisasi terhenti | panjang berbasis peta jalan
diprediksi setiap tahun sebelum tuntas digital yang terukur

Diagram Alur Kontribusi PTI terhadap e-Government

Jika dilihat secara menyeluruh, peran PTI dalam ekosistem e-Government dapat dipahami
sebagai sebuah rantai nilai yang bergerak dari ruang kuliah hingga ke meja pelayanan. Mergel dkk.
(2019) mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak pernah bergantung pada satu
variabel saja, melainkan pada bagaimana teknologi, manusia, dan kebijakan bekerja secara sinergis.
Ini berarti kurikulum PTI yang hanya mengajarkan cara membuat kode program saja tidak cukup—
lulusan yang akan berhadapan dengan birokrasi perlu dibekali pemahaman tentang tata kelola digital,
dinamika perubahan organisasi, dan cara menjembatani kebutuhan teknis dengan bahasa yang
dipahami pengambil kebijakan. Gambar 1 berikut menyajikan alur tersebut secara visual.

Gambar 1. Diagram Alur Kontribusi PTI terhadap Efektivitas e-Government
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PERGURUAN TINGGI PTI

Kurikulum Terintegrasi: Ilmu Komputer + Kependidikan + Manajemen Perubahan + Tata Kelola Digital

v
Kompetensi Teknis Kompetensi Pedagogis
Perancangan sistem, keamanan data, Fasilitasi pelatihan, komunikasi lintas
arsitektur TI, pemrograman disiplin, pendampingan literasi digital
v

LULUSAN PTI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DI SEKTOR PUBLIK

Bekerja di instansi pemerintah - Melatih ASN - Menjembatani sistem dan pengguna

v
Pelatihan ASN Integrasi Sistem Mitigasi Hambatan Inovasi Layanan
Meningkatkan Menghubungkan Mengatasi resistensi & Solusi digital berbasis
kecakapan digital aplikasi ke platform kesenjangan kebutuhan nyata
pegawai SPBE kompetensi publik
v

EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK DIGITAL MENINGKAT

Lebih cepat - Minim kesalahan - Responsif - Mudah diakses semua kalangan

Dari diagram tersebut terlihat jelas bahwa PTI bukan sekadar penyedia tenaga teknis,
melainkan katalisator perubahan yang bekerja dari dalam. Instansi yang berhasil melewati digitalisasi
umumnya memiliki satu kesamaan: ada orang-orang yang tidak hanya paham teknologinya, tetapi
juga tahu bagaimana menggerakkan orang lain untuk mau berubah.

SIMPULAN (5%)

Kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa keilmuan PTI memberikan dampak yang nyata
dan terukur terhadap kelancaran penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis digital. Kontribusi
tersebut tidak hanya bertumpu pada penguasaan teknis, melainkan juga pada kemampuan mendorong
perubahan cara berpikir di lingkungan birokrasi yang selama ini resisten terhadap inovasi. Lulusan
PTI terbukti mampu menjadi jembatan antara kesiapan sistem dan kesiapan manusia yang
menggunakannya, melalui kolaborasi yang erat antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan nyata
instansi pemerintah. Ke depan, tiga hal perlu segera diwujudkan: pembaruan kurikulum PTI yang
benar-benar merespons kebutuhan tata kelola digital, penguatan kemitraan antara kampus dan
lembaga pemerintah, serta penelitian lanjutan yang turun langsung ke lapangan dengan metode yang
lebih empiris dan terukur.
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